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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN
PENYITAAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK
DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI
Nama ! Kartika Dewanty Sitepu

NPM : 151803045

Penerimaan negara dari sektor pajak masih menjadi primadona sumber
pemasukan negara untuk membiayai pembangunan infrastuktur dan keperluan
negara lainnya. Kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
dan pemenuhan kewajibannya masih sangat kurang, Untuk mengatasinya
pemerintah melakukan tax reform melalui sistem self assessment sesuai
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Pelaksanaan pembaharuan sistem yang mengharuskan
Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang
harus dibayarkannya itu belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak
Wajib Pajak yang belum melaksanakan pemenuhan kewajibannya sehingga
menimbulkan tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun
mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) dalam hal ini Jurusita untuk
melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa
adanya peraturan yang besifat memaksa. Pemerintah mengesahkan Undang-
undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan
aktif yang meliputi penyampaian Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis
normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan
yaitu Jurusita dan Wajib Pajak. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penagihan
pajak dengan surat paksa dan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan
penerimaan pajak. Pada kenyataannya masih ditemui beberapa hambatan yaitu
rendahnya kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak, alamat Wajib Pajak
terdaftar susah ditemui, kurangnya data pendukung, jumlah Jurusita, dan
peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kegiatan
sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan intensif dan
berkelanjutan, perbaikan alamat Wajib Pajak terdaftar, penambahan Jurusita
dan SDM, peningkatan kerjasama terhadap pihak ketiga dan adanya kejelasan
atas peraturan perundang-undangan tindakan penagihan aktif guna tercapainya
target dan realisasi penerimaan pajak.

Kata kunci : Surat Paksa, Penyitaan, Jurusita Pajak, KPP Pratama Binjai
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TAX COLLECTION WITH DISTRESS WARRANT
AND FORECLOSURE IN OPTIMALIZATION EFFORT OF TAX REVENUES
IN PRATAMA BINJAI TAX SERVICE OFFICE
Name : KartikaDewantySitepu

NPM : 151803045

Sate revenue from the tax sector is still a belle of the source of state
revenues to finance the construction of infrastructure and other state needs. In
fact, public awareness to pay taxes and fulfillment is still very low. To overcome,
the government reform the taxation through a self assessment system accordance
with Law No. 28 of 2007 about General Provisions and Tax Procedures.
Implementation of system renewal of the taxpayer’s calculation in calculating,
depositing and reporting itself the amount to be met is not as expected. There still
many taxpayers who have not fulfilled their obligations, resulting in an ever
increasing arrears from year to year greeting Tax apparatus in. This is the bailiff to
make income tax processing. Billing is still not effective without any workable
regulations. The government ratified Law No. 19 of 1997 conceming Tax
Collection under forced labor having been amended the latest by law No. 19 of
2000, which is used as a basic for carrying out the prevailing actions of forced
mail, foreclosure and hostage dispatch

Answering the problem is used normative juridical method and juridical
empirical research method. The data used are primary data and secondary data.
Field study by conducting interviews to informants namely bailiff and taxpayers.
Data analysis is done qualitatively.

From the result of the research shows that the implementation of tax
collection by distress warrant and foreclosure made by bailiff in the PratamaBinjai
Tax Service Office has been implemented in optimizing tax revenue. In reality,
there still encountered some obstacles that is low compliance taxpayers to pay
taxes, the address of taxpayers registered hard to find, lack of supporting data, the
number of bailiffs and legislation. To solve these obstacles, socialization and
extension activities to the community are conducted intensively and continuously,
improvement of registered taxpayer address, addition of bailiff and human
resource, enhancement of cooperation to third parties and the clarity of the
legislation of active billing action in order to achieve the target and realization of
tax revenues.

Key words: Distress warrant, Foreclosure, Tax Bailiff, Binjai Tax Service Office.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor
pajak tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak orang yang
tidak rela untuk membayar pajak, apalagi setelah mengetahui uang hasil pajak
tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung, sehingga sering dianggap
merugikan bagi yang membayar. Kesadaran orang untuk membayar pajak
sudah tinggi dan undang-undang pajak dapat berjalan dengan baik, terhadap
wajib pajak yang tidak mau atau belum melunasi kewajibannya membayar
pajak yang terutang, maka diperlukan peran aktif dari fiskus itu sendiri.

Penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan
negara yang sangat potensial dan sangat vital, maka penerimaan dari sektor
pajak harus terus ditingkatkan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak diawali
dengan cara mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih
dikenal dengan istilah tax reform. Tax reform ini ditandai dengan
diberlakukannya sistem self assessment sebagaimana diatur dalam Pasal 12
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
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Tata Cara Perpajakan.' Self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang
memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
harus dibayar.’

Pembaharuan sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat
mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pelaksanaannya masih
banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik,
sehingga timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang semakin meningkat
dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) untuk melakukan
penagihan pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan
yang besifat memaksa. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-undang
Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan
aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa serta penyanderaan.

Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan
hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah dapat
dilaksanakan, untuk melunasi hutang pajaknya sampai dengan pelelangan, jika

wajib pajak tersebut tidak mau melunasi hutang pajak serta biaya

' Gunadi. Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikandan Penagihan Pajak. (Jakarta: MUC
Publishing, 2004), hal. 56.
= Ibid.
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